
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

2019 

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 71, BD 2019 /  NO 71, 6 HLM 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021 

ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pemerintah 
Daerah Kabupaten Cianjur dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 
2016-2021. 

    
  - Dasar HUkum Pembentukan Peraturan Bupati adalah : UU 23 Tahun 2014 (LN 

Tahun 2014 No.244, TLN NO.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan UU 9 Tahun 2015, Permen PAN RB PER/9/M.PAN/5/2007, 
Permen PAN PER/20/M.PAN/11/2008, Perda Kab.Cianjur 10 Tahun 2019 (LD 
Tahun 2019 NO.10), Perbup Cianjur 68 tahun 2018 (BD Tahun 2018 No.68). 

    
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Peraturan Bupati Tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2016-2021. Indikator  Kinerja utama berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam 
bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dan digunakan 
sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja 
tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta 
evaluasi pencapaian kinerja. Tujuan penetapan IKU meliputi : untuk memperoleh 
informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan 
manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran  keberhasilan dari 
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan Perangkat 
Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja. Ruang Lingkup IKU terdiri dari : IKU pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah. IKU digunakan untuk : perencanaan jangka menengah dan 
tahunan, penganggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi kinerja 
instansi pemerintah dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan 
program dan kegiatan.  

    
CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
    
  - 

 
 
- 

Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan 
pada tanggal 17 Oktober 2019. 
 
Lampiran 20 Halaman. 

 


